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BERITA  DAERAH  KOTA  SUKABUMI 
 

 

 

 
 

 
 

NOMOR 25                         2011 

PERATURAN  WALIKOTA  SUKABUMI 
 

NOMOR  25  TAHUN 2011 
 

TENTANG : 
 

TATA CARA PENGENDALIAN DAN  
EVALUASI  PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

 

WALIKOTA  SUKABUMI, 
 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 
Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan 
Peraturan Walikota Sukabumi tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan 
Pembangunan; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 
Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
551); 

2. Undang-Undang...... 
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2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4816); 

 
4. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 

Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan 
dan Kelurahan di Kota Sukabumi (Lembaran 
Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 19 
Seri D – 10); 

 
5. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota 
Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi 
Tahun 2008 Nomor 2); 

 
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 

Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi 
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 
Nomor 6); 
 
 

7. Peraturan……. 
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7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 
Sukabumi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran 
Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008  Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi 
Nomor 12); 

 
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 
Sukabumi Tahun 2008 – 2013 (Lembaran 
Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 8);  

 
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi  
Nomor 16);  

 
Memperhatikan  :  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah; 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan  :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH.  

 
 

BAB I....... 
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BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Kota Sukabumi. 
 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 
dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

 
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi. 
 
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang 

selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kota 
Sukabumi. 

 
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah 
Kepala Bappeda Kota Sukabumi. 

 
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk 

menentukan tindakan masa depan yang tepat, 
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan 
sumber daya yang tersedia. 
 
 

8. Pembangunan……. 
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8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber 
daya yang dimiliki untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam 
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan 
berusaha akses terhadap pengambil kebijakan, 
berdaya saing, maupun peningkatan indeks 
Pembangunan manusia. 
 

9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu 
proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang 
melibatkan berbagai unsur pemangku kegiatan 
didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian 
sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan 
wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu. 
 

10. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah 
satu kesatuan tata cara perencanaan Pembangunan 
untuk menghasilkan rencana-rencana 
Pembangunan dalam jangka panjang, jangka 
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh 
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dan 
masyarakat. 
 

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala 
Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, 
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis 
Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 
 

12. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai 
Perangkat Daerah. 
 

13. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai 
Perangkat Daerah dalam Wilayah Kerja Kecamatan. 
 
 

14. Musyawarah ...... 
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14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang 
selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum 
antar pemangku kepentingan dalam rangka 
menyusun rencana Pembangunan Daerah. 

 
15. Musrenbang Kelurahan adalah forum 

musyawarah tahunan di tingkat kelurahan 
antara pihak yang berkepentingan untuk 
mengatasi permasalahan dan pihak yang akan 
terkena dampak hasil musyawarah untuk 
menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran 
berikutnya. 

 
16. Musrenbang Kecamatan adalah forum 

musyawarah pihak yang berkepentingan di 
tingkat Kecamatan untuk mendapatkan 
masukan prioritas kegiatan dari kelurahan serta 
menyepakati kegiatan lintas kelurahan di 
Kecamatan sebagai dasar penyusunan Renja-
OPD Kota pada tahun berikutnya.  

 
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah 
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 
(dua puluh) tahun. 

 
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD 
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

 
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

 
20. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD 
adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

21. Rencana……. 
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21. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen 
perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. 

 
22. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya 

disebut RTRW adalah rencana struktur tata ruang 
kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang 
kota dan mengacu pada RTRW Provinsi dan RTRW 
Nasional. 

 
 

BAB II 
 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

 
Pasal 2 

 
(1) Pengendalian dan evaluasi perencanaan 

Pembangunan Daerah bertujuan untuk 
mewujudkan : 

 
a. konsistensi antara kebijakan dengan 

pelaksanaan dan hasil rencana Pembangunan 
Daerah; 

b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan 
RTRW nasional; 

c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan 
RTRW Daerah; 

d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan 
e. kesesuaian antara capaian Pembangunan 

Daerah dengan indikator-indikator kinerja yang 
telah ditetapkan. 

 
(2) Pengendalian dan evaluasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi : 

a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan 
perencanaan Pembangunan Daerah; 

b. pengendalian…… 
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b. pengendalian dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; 
dan 

c. evaluasi terhadap hasil rencana 
Pembangunan Daerah. 

 
Pasal 3 

 
(1) Kepala Daerah melakukan pengendalian dan 

evaluasi terhadap perencanaan Pembangunan 
Daerah. 

 
(2) Kepala Daerah menunjuk Bappeda untuk 

melaksanakan pengendalian dan evaluasi 
terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
(3) Pengendalian dan evaluasi terhadap Perencanaan 

Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dalam 
jangka waktu tertentu. 

 
Pasal 4 

 
Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan 
Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi kebijakan 
perencanaan Pembangunan jangka panjang, jangka 
menengah dan tahunan Daerah. 

 
Pasal 5 

 
(1) Pengendalian terhadap kebijakan Perencanaan 

Pembangunan jangka panjang Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 4, mencakup 
perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan 
arah kebijakan Pembangunan jangka panjang 
Daerah. 

 
 

(2) Pengendalian…… 
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(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi 
mulai dari tahap penyusunan rancangan awal 
sampai dengan RPJPD. 

 
(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin 
perumusan : 

 
a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok 

Pembangunan jangka panjang Daerah selaras 
dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran 
pokok dan prioritas Pembangunan jangka 
panjang provinsi dan nasional; 

b. arah dan kebijakan Pembangunan jangka 
panjang Daerah selaras dengan arah dan 
kebijakan RTRW; 

c. arah dan kebijakan Pembangunan jangka 
panjang Daerah selaras dengan arah dan 
kebijakan Pembangunan jangka panjang 
Daerah lainnya; 

d. rencana Pembangunan jangka panjang 
Daerah selaras dengan RTRW; 

e. prioritas Pembangunan jangka panjang 
Daerah selaras dengan prioritas 
Pembangunan jangka panjang provinsi dan 
nasional; 

f. pentahapan dan jangka waktu Pembangunan 
jangka panjang Daerah sesuai dengan 
Pembangunan jangka panjang nasional; dan 

g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata 
cara penyusunan RPJPD. 

 
(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk 
mengevaluasi dan memastikan perumusan 
kebijakan Perencanaan Pembangunan jangka 
panjang Daerah. 

Pasal…… 
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Pasal 6 
 
(1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan 

evaluasi kebijakan Perencanaan Pembangunan 
jangka panjang Daerah. 

 
(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan 

supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ditemukan adanya ketidaksesuaian/ 
penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan 
tindakan perbaikan/ penyempurnaan. 

 
(3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian 

dan evaluasi perumusan kebijakan Perencanaan 
Pembangunan jangka panjang Daerah kepada 
Kepala Daerah. 

 
Pasal 7 

 
Pengendalian terhadap kebijakan Perencanaan 
Pembangunan jangka menengah Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup 
kebijakan Renstra SKPD dan RPJMD. 

 
Pasal 8 

 
(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan 

strategis SKPD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7  mencakup perumusan visi dan misi, 
strategi dan kebijakan, rencana program dan 
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan 
pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang 
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. 

 
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi 
mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai 
dengan Renstra SKPD ditetapkan. 

 
 

(3) Pemantauan…… 
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(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin 
perumusan : 

 
a. visi dan misi SKPD berpedoman pada visi dan 

misi Pembangunan jangka menengah Daerah; 
b. strategi dan kebijakan SKPD berpedoman 

pada strategi dan arah kebijakan 
Pembangunan jangka menengah Daerah; 

c. rencana program, kegiatan SKPD berpedoman 
pada kebijakan umum dan program 
Pembangunan jangka menengah Daerah serta 
memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup 
strategis; 

d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan 
pendanaan indikatif SKPD berpedoman pada 
indikasi rencana program prioritas dan 
kebutuhan pendanaan Pembangunan jangka 
menengah Daerah; 

e. indikator kinerja SKPD berpedoman pada 
tujuan dan sasaran Pembangunan jangka 
menengah Daerah; dan 

f. pentahapan pelaksanaan program SKPD 
sesuai dengan pentahapan pelaksanaan 
program Pembangunan jangka menengah 
Daerah. 

 
(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk 
mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan 
kebijakan perencanaan strategis SKPD, telah 
berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan 
hasil kajian lingkungan hidup strategis. 

 
Pasal 9 

 
(1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan 

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan 
strategis SKPD. 

(2) Dalam……. 
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(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan 

supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (4) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD 
melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. 

 
(3) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil 

evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Daerah 
melalui kepala Bappeda. 

 
Pasal 10 

 
(1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap 

laporan hasil evaluasi kebijakan Renstra SKPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 

 
(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan 

supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditemukan adanya ketidaksesuaian/ 
penyimpangan, kepala Bappeda menyampaikan 
rekomendasi dan langkah-langkah 
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh 
Kepala SKPD. 

(3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut 
perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bappeda. 

 
Pasal 11 

 
(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan 

Pembangunan Daerah jangka menengah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mencakup 
perumusan visi dan misi, strategi dan arah 
kebijakan, kebijakan umum dan program, serta 
indikasi rencana program prioritas yang disertai 
kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja 
Daerah. 

 
 

(2) Pengendalian…… 
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(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi 
mulai dari tahap penyusunan rancangan awal 
sampai dengan RPJMD. 

 
(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin 
perumusan : 

 
a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi 

dan program pembangunan jangka menengah 
Daerah selaras dengan visi, misi, arah dan 
kebijakan Pembangunan jangka panjang 
Daerah serta pemanfaatan struktur dan pola 
ruang kota; 

b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi 
dan program pembangunan jangka menengah 
Daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, 
kebijakan umum, serta prioritas 
pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan 
prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, 
dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN 
sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan 
karakteristik Daerah; 

c. kebijakan, strategi dan program 
pembangunan jangka menengah Daerah 
selaras dengan pembangunan jangka 
menengah Daerah kabupaten/kota lainnya; 

d. program Pembangunan jangka menengah 
Daerah selaras dengan pemanfaatan struktur 
dan pola ruang kabupaten/kota lainnya; 

e. strategi dan arah kebijakan pembangunan 
jangka menengah Daerah mengarah pada 
pencapaian visi dan misi pembangunan 
jangka menengah Daerah; dan 

f. sesuai dengan tahapan dan tata cara 
penyusunan RPJMD. 

 
(4) Hasil ...... 

 
 



 

 

 

- 14 - 
 
 

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk 
mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan 
kebijakan Perencanaan Pembangunan jangka 
menengah, berpedoman pada RPJPD dan RTRW, 
mengacu pada RPJMD provinsi dan 
memperhatikan RTRW. 

 
Pasal 12 

 
(1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan 

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan 
Pembangunan jangka menengah Daerah.  

 
(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan 

supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (4) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda 
melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. 

 
(3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian 

dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan 
pembangunan jangka menengah Daerah kepada 
Kepala Daerah. 

 
Pasal 13 

 
Pengendalian terhadap kebijakan Perencanaan 
Pembangunan tahunan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4, mencakup perumusan 
kebijakan Renja SKPD dan kebijakan RKPD. 

 
Pasal 14 

 
(1) Pengendalian kebijakan Renja SKPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12, mencakup tujuan, 
sasaran, rencana program dan kegiatan serta 
indikator kinerja, kelompok sasaran dan 
pendanaan indikatif SKPD. 

 
(2) Pengendalian…… 
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(2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 
pemantauan dan supervisi mulai dari tahap 
penyusunan rancangan sampai dengan Renja 
SKPD ditetapkan. 

 
(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin 
perumusan tujuan, sasaran rencana program dan 
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, 
lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja 
SKPD mempedomani rencana program dan 
kegiatan prioritas Pembangunan tahunan Daerah 
RKPD serta selaras dengan Renstra SKPD. 

 
(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk 
mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan 
kebijakan Renja SKPD telah berpedoman pada 
RKPD dan Renstra SKPD. 

 
 

Pasal 15 
 
(1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan 

evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja 
SKPD. 

 
(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan 

supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (4) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD 
melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. 

 
(3) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil 

evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Bappeda. 

 
 

Pasal 16……. 
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Pasal 16 
 
(1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap 

laporan hasil evaluasi kebijakan penyusunan 
Renja SKPD kabupaten/kota sebagimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3). 

 
(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan 

supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditemukan adanya ketidaksesuaian/ 
penyimpangan, kepala Bappeda menyampaikan 
rekomendasi dan langkah-langkah 
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh 
Kepala SKPD. 

 
(3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut 

perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Bappeda. 

 
Pasal 17 

 
(1) Pengendalian terhadap kebijakan Perencanaan 

Pembangunan tahunan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14, mencakup perumusan 
prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, 
dan kegiatan prioritas Daerah. 

 
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi 
mulai dari tahap penyusunan rancangan awal 
sampai dengan RKPD. 

 
(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin 
perumusan : 

 
a. prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah 

dalam penyusunan RKPD, sesuai dengan 
program Pembangunan Daerah yang 
ditetapkan dalam RPJMD; 

b. rencana ....... 
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b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam 
menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi 
rencana program prioritas yang ditetapkan 
dalam RPJMD; 

c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam 
menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas 
Pembangunan provinsi terutama 
program/kegiatan yang mencakup atau 
terkait dengan dua Daerah atau lebih, 
maupun pada wilayah perbatasan antar 
Daerah; 

d. rencana program dan kegiatan prioritas 
Daerah dalam menyusun RKPD, dalam rangka 
pencapaian sasaran Pembangunan jangka 
menengah Daerah, serta pencapaian sasaran 
Pembangunan tahunan provinsi; dan 

e. sesuai dengan tahapan dan tata cara 
penyusunan RKPD. 

 
(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk 
mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan 
kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD 
dan mengacu pada RKPD provinsi. 

 
Pasal 18 

 
(1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan 

evaluasi kebijakan Perencanaan Pembangunan 
tahunan. 

 
(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan 

supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (4) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda 
melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. 

 
(3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian 

dan evaluasi kebijakan Pembangunan tahunan 
Daerah kepada Kepala Daerah. 

BAB III…… 
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BAB III 
 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP 
PELAKSANAAN 

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 
 
 

Pasal 19 
 
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana 
Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf b, meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD 
dan RKPD. 
 
 

Pasal 20 
 
(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 
mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah 
kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan 
visi Pembangunan jangka panjang Daerah. 

 
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi 
pelaksanaan RPJPD. 

 
(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin 
sasaran pokok dan arah kebijakan Pembangunan 
jangka panjang Daerah, telah dipedomani dalam 
merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan 
sasaran RPJMD. 

 
(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk 
mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, 
sasaran pokok arah kebijakan Pembangunan 
jangka panjang Daerah, telah dilaksanakan 
melalui RPJMD. 

Pasal 21…… 
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Pasal 21 
 
(1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan RPJPD. 
 
(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan 

supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
ayat (4) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda 
melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. 

 
(3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian 

dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada Kepala 
Daerah. 

 
 

Pasal 22 
 
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 
mencakup pelaksanaan Renstra SKPD, dan RPJMD. 
 
 

Pasal 23 
 
(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra 

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, 
mencakup indikator kinerja SKPD serta rencana 
program, kegiatan, kelompok sasaran dan 
pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan 
sasaran Renstra SKPD. 

 
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi 
terhadap pelaksanaan Renstra SKPD. 

 
(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2),harus dapat menjamin : 
 
 

a. indikator ...... 
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a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, 

rencana program, kegiatan, serta pendanaan 
indikatif Renstra SKPD, telah dipedomani 
dalam menyusun indikator kinerja dan 
kelompok sasaran, program, kegiatan, dana 
indikatif dan prakiraan maju Renja SKPD; dan 

b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD 
telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran 
Renja SKPD. 

 
(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk 
mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator 
kinerja SKPD, rencana program, kegiatan, 
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya 
mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra 
SKPD, telah dilaksanakan melalui Renja SKPD. 

 
 

Pasal 24 
 
(1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD. 
 
(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan 

supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
ayat (4) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD 
melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.  

 
(3) Kepala SKPD melaporkan hasil pengendalian dan 

evaluasi Renstra SKPD kepada Kepala Daerah 
melalui kepala Bappeda. 

 
 

Pasal……. 
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Pasal 25 
 
(1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil 

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra 
SKPD sebagaiamana dimaksud Pasal 24 ayat (3), 
sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD. 

 
(2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil 

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra 
SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Daerah 
melalui kepala Bappeda menyampaikan 
rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan 
untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD. 

 
(3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut 

perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui 
kepala Bappeda. 

 
Pasal 26 

 
(1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19, mencakup program 
Pembangunan Daerah dan indikasi rencana 
program prioritas yang disertai kebutuhan 
pendanaan. 

 
(2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 
pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan 
RPJMD. 

 
(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin : 

a. program Pembangunan jangka menengah 
Daerah telah dipedomani dalam merumuskan 
prioritas dan sasaran Pembangunan tahunan 
Daerah; dan 

b. indikasi…… 
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b. indikasi rencana program prioritas yang disertai 
kebutuhan pendanaan Pembangunan jangka 
menengah Daerah telah dijabarkan kedalam 
rencana program dan kegiatan prioritas 
Pembangunan tahunan Daerah. 

 
(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk 
mengevaluasi dan memastikan bahwa program 
Pembangunan dan indikasi rencana program 
prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, 
Pembangunan jangka menengah Daerah telah 
dilaksanakan melalui RKPD. 

 
Pasal 27 

 
(1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. 

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan 
supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(4), ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda 
melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. 

(3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan 
evaluasi perumusan kebijakan perencanaan 
Pembangunan jangka menengah Daerah kepada 
Kepala Daerah. 

 
Pasal 28 

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19, mencakup Renja SKPD dan 
RKPD. 

 
Pasal 29 

 
(1) Pengendalian pelaksanaan Renja SKPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28, mencakup program dan 
kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju 
dan indikator kinerja serta kelompok sasaran. 

(2) Pengendalian…… 
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(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi 
penyusunan RKA-SKPD. 

 
 

Pasal 30 
 
(1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan 

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
29 ayat (2), harus dapat menjamin agar program 
dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta 
prakiraan maju, dan indikator kinerja serta 
kelompok sasaran, telah disusun ke dalam RKA-
SKPD. 

 
(2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk 
mengevaluasi dan memastikan bahwa program 
dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun 
ke dalam RKA-SKPD sesuai dengan Renja SKPD. 

 
 

Pasal 31 
 
(1) Kepala SKPD melaksanakan pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan Renja SKPD. 
 
(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan 

supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
ayat (2) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD 
mengambil langkah-langkah penyempurnaan 
agar penyusunan RKA-SKPD sesuai dengan Renja 
SKPD. 

 
(3) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan 

hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) kepada Kepala Daerah 
melalui Kepala Bappeda. 

 
Pasal…… 
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Pasal 32 
 
(1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap 

laporan hasil pemantauan dan supervisi 
pelaksanaan Renja SKPD yang disampaikan oleh 
kepala SKPD. 

 
(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan 

supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditemukan adanya ketidaksesuaian/ 
penyimpangan, Walikota melalui kepala Bappeda 
menyampaikan rekomendasi dan langkah-
langkah penyempurnaan RKA-SKPD untuk 
ditindaklanjuti oleh kepala SKPD. 

 
(3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut 

perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Daerah 
melalui Kepala Bappeda. 

 
 

Pasal 33 
 
(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, 
mencakup prioritas dan sasaran Pembangunan 
tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan 
prioritas Daerah, serta pagu indikatif. 

 
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi 
pelaksanaan RKPD. 

 
(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin 
prioritas dan sasaran Pembangunan tahunan 
Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas 
Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan 
dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan 
rancangan KUA, PPAS dan APBD. 

(4) Hasil…… 
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(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk 
mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas 
dan sasaran Pembangunan tahunan Daerah, 
rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, 
serta pagu indikatif telah disusun kedalam 
rancangan KUA, PPAS dan APBD. 

 
Pasal 34 

 
(1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan RKPD. 
 
(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan 

supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
ayat (3) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, Ke[ala Bappeda 
melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. 

 
(3) Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi 

pelaksanaan RKPD kepada Kepala Daerah. 
 

Pasal 35 
 
Evaluasi terhadap hasil rencana Pembangunan 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 
c, meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD. 
 

Pasal 36 
 
(1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34, mencakup sasaran 
pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk 
mencapai misi dan mewujudkan visi 
Pembangunan jangka panjang Daerah. 

 
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan 
RPJPD. 

 
(3) Penilaian…… 
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(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

digunakan untuk mengetahui : 
 

a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan 
pentahapan RPJPD dengan capaian sasaran 
RPJMD; dan 

b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah 
kebijakan pentahapan RPJPD dengan arah 
kebijakan Pembangunan jangka panjang 
provinsi. 

 
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi 
dan sasaran pokok arah kebijakan Pembangunan 
jangka panjang Daerah dapat dicapai untuk 
mewujudkan visi Pembangunan jangka panjang 
provinsi. 

 
(5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali 

dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil 
evaluasi terhadap hasil RPJMD. 

 
 

Pasal 37 
 
(1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap 

hasil RPJPD. 
 
(2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda 
melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. 

 
(3) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan 

bagi penyusunan RPJPD untuk periode 
berikutnya. 

 
(4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap 

hasil RPJPD kepada Kepala Daerah. 
 

Pasal…… 
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Pasal 38 
 
(1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35 mencakup indikasi 
rencana program prioritas yang disertai 
kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, 
tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan 
visi Pembangunan jangka menengah Daerah. 

 
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan 
RPJMD. 

 
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

digunakan untuk mengetahui : 
 

a. realisasi antara rencana program prioritas dan 
kebutuhan pendanaan RPJMD dengan 
capaian rencana program dan kegiatan 
prioritas Daerah; dan 

b. realisasi antara capaian rencana program dan 
prioritas yang direncanakan dalam RPJMD 
dengan prioritas dan sasaran Pembangunan 
jangka menengah Daerah provinsi. 

 
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, 
tujuan dan sasaran pembangunan jangka 
menengah Daerah dapat dicapai untuk 
mewujudkan visi pembangunan jangka panjang 
Daerah. 

 
(5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali 

dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil 
evaluasi hasil RKPD. 

 
Pasal 39 

 
(1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi hasil 

RPJMD. 
(2) Dalam…… 
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(2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda 
melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. 

 
(3) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan 

bagi penyusunan RPJMD untuk periode 
berikutnya. 

 
(4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap 

hasil RPJMD kepada Kepala Daerah. 
 

Pasal 40 
 
Evaluasi terhadap RKPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35 mencakup hasil rencana Renja SKPD 
dan hasil RKPD. 
 

Pasal 41 
 
(1) Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40, mencakup program 
dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok 
sasaran, lokasi, serta dana indikatif. 

 
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi 
DPA-SKPD. 

 
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

digunakan untuk mengetahui realisasi 
pencapaian target indikator kinerja, penyerapan 
dana dan kendala yang dihadapi. 

 
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

dilakukan untuk memastikan bahwa indikator 
kinerja program dan kegiatan Renja SKPD dapat 
dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi 
Renstra SKPD serta prioritas dan sasaran 
Pembangunan tahunan Daerah. 

(5) Evaluasi…… 
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(5) Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dilakukan 
setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan. 

 
 

Pasal 42 
 
(1) Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap 

hasil Renja SKPD. 
 
(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD 
melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. 

 
(3) Hasil evaluasi Renja SKPD menjadi bahan bagi 

penyusunan Renja SKPD untuk tahun 
berikutnya. 

 
(4) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil 

evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
kepada Kepala Daerah melalui kepala Bappeda 
setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan. 

 
 

Pasal 43 
 
(1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap 

hasil evaluasi Renja SKPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42 ayat (4). 

 
(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Daerah  
melalui kepala Bappeda menyampaikan 
rekomendasi dan langkah-langkah 
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh 
kepala SKPD. 

 
 

(3) Kepala…… 
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(3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut 

perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Daerah 
melalui kepala Bappeda. 

 
Pasal 44 

 
(1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 mencakup prioritas dan 
sasaran Pembangunan Daerah serta rencana 
program dan kegiatan prioritas Daerah. 

 
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan 
RKPD. 

 
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

digunakan untuk mengetahui : 

a. realisasi antara rencana program dan kegiatan 
prioritas Daerah dalam RKPD dengan capaian 
indikator kinerja program dan kegiatan yang 
dilaksanakan melalui APBD; dan 

b. realisasi penyerapan dana program dan 
kegiatan yang direncanakan dalam RKPD 
dengan laporan realisasi APBD. 

 
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

dilakukan untuk memastikan bahwa target 
rencana program dan kegiatan prioritas Daerah 
dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka 
mewujudkan visi Pembangunan jangka menengah 
Daerah dan mencapai sasaran Pembangunan 
tahunan provinsi. 

 
(5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan 

menggunakan hasil evaluasi hasil Renja SKPD. 
 
 

Pasal…… 
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Pasal 45 
 

(1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap 
hasil RKPD. 

 
(2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda 
melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. 

 
(3) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi 

penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya. 
 
(4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap 

hasil RKPD kepada Kepala Daerah. 
 

BAB III 
 

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 
 

Pasal 46 
 

(1) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat 
dilakukan apabila : 

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan 
bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan 
tahapan dan tata cara penyusunan rencana 
Pembangunan Daerah yang diatur dalam 
Peraturan Walikota ini; 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan 
bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai 
dengan Peraturan Walikota ini; 

c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau 
d. merugikan kepentingan nasional. 

 
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain 
terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis 
ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan 
keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan 
kebijakan nasional. 

(3) Merugikan…… 
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(3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila 
bertentangan dengan kebijakan nasional. 

 
Pasal 47 

 
RPJPD dan RPJMD perubahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
 

Pasal 48 
 
Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi 
perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak 
mengubah target pencapaian sasaran akhir 
Pembangunan jangka panjang dan menengah, 
penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan 
dengan peraturan Kepala Daerah. 
 

Pasal 49 
 
(1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai 

dengan perkembangan keadaan dalam tahun 
berjalan. 

 
(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti : 
 

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan 
asumsi kerangka ekonomi Daerah dan 
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran 
pembangunan, rencana program dan kegiatan 
prioritas Daerah; 

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran 
lebih tahun anggaran sebelumnya harus 
digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau 

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa 
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan. 

 
BAB V……. 
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BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 50 
 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi. 
 
 

Ditetapkan di Sukabumi 
Pada tanggal 25 Nopember 2011 

 
WALIKOTA SUKABUMI, 

 
cap. ttd. 

 
MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR 

 
Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 25 Nopember 2011 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA SUKABUMI, 

 
cap. ttd. 

 
MOHAMAD MURAZ 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KOTA SUKABUMI, 

 

EEN RUKMINI 

NIP. 19720210199901 2 001 
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